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ABSTRAK 
 
Nisrina Qalbi ( B111 13 356) “Status Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di 
Atas Fasilitas Umum Permukiman Di Kota Makassar” (dibimbing oleh 
Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan 
Bapak Dr. Muh. Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn sebagai Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan 
mengenai penyerahan, pengawasan dan pengelolaan fasilitas umum 
untuk permukiman di Kota Makassar dan mengetahui status sertifikat hak 
milik atas tanah di atas tanah untuk fasilitas umum di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di kelurahan Tello Baru, Kecamatan 
Panakukang Kota Makassar. Dengan menetapkan subjek penelitian 
meliputi instansi-instansi terkait di kota Makassar yaitu Dinas Tata Ruang 
dan Bangunan Kota Makassar, Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar, Bagian Hukum dan HAM kota Makassar, Bagian Aset kota 
Makassar. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang 
diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik 
wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan data 
dari instansi terkait. Analisis yang digunakan yaitu dengan teknik kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa taman bunga yang 
berada di Tello Baru memang termasuk dalam fasilitas umum yang 
tercatat sebagai aset dari pemerintah kota Makassar tetapi pemerintah 
kota tidak mensertifikatkan taman tersebut. Dimana pengelolaan dan 
pengawasan fasum fasos tersebut diserahkan kepada dinas terkait. 
Sertifikat hak milik atas tanah merupakan suatu jaminan akan kepastian 
hukum, apabila pemerintah ingin melakukan pembatalan terhadap 
sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka harus melalui  putusan 
pengadilan. 
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ABSTRACT 
 
NISRINA QALBI ( B111 13 356 ) entitled with “Status of land title 
certificate above public facility of settlement in Makassar City” ( Under the 
guidance of Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng, SH.,MH., as a supervisor I and Dr. 
Ilham Arisaputra, SH., MH., as Supervisor II. 
This study aims to understand arrangement on submission, 
supervision and management a public facility for the settlements in city 
makassar and And to know status property certificates the ground over the 
ground to public facilities in the city makassar. 
 This research was conducted in the village of Tello Baru, 
Panakukang Sub-district, Makassar City. By establishing research 
subjects covering the relevant agencies in the city of Makassar namely the 
Office of Spatial Planning and Building Makassar City, National Land 
Office of Makassar City, Legal and Human Rights of Makassar, Asset 
Section of Makassar. The data used are primary data that is data obtained 
directly from the field by using interview techniques, and secondary data in 
the form of literature study and data from related institutions. The analysis 
used is qualitative technique then presented descriptively. 
 
 The results of this study found the flowers park located in Tello Baru 
is included in the public facilities listed as an asset from the city 
government of Makassar and the city government does not certify the 
park. Which is the management and supervision of the social facility is 
handed over to the relevant agencies. Land titling certificate is a guarantee 
of legal certainty, if the government wishes to cancel the land title 
certificate above the public facility, it must be through court decision. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Tujuan dibentuknya Negara republik Indonesia ditetapkan dalam 
alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
(UUD Negara RI) Tahun 1945, yaitu: 
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia 
b. Memajukan kesejahteraan umum 
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa 
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdakaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
 
Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 menegaskan 
bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Rumah sebagai tempat 
tinggal mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan 
kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia 
Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga 
terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap 
manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan 
atau siklus kehidupan manusia.1 
Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah 
harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang 
berpenghasilan rendah dan masyarakat yang di daerah tinggal padat 
penduduk di perkotaan.Negara juga bertanggung jawab menyediakan dan 
                                                          
1UripSantoso, Hukum Perumahan, Jakarta:Kencana,2014, hal. 2 
2 
memberikan kemudahan dalam perolehan rumah bagi masyarakat melalui 
penyelenggaraan perumahan serta keswadayaan masyarakat.2 
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan 
faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia.Dalam 
rangka pemenuhannyaperlu diperhatikan kebijaksanaan umum 
pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertanahan, 
pembiayaan dan unsur unsur penunjang pembangunan perumahan.3 
Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman 
dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum 
dalam penyeleseian masalah, kasus dan sengketa dibidang perumahan. 
Pembangunan perumahan oleh siapapun harus mengikuti ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga 
tidak menimbulkan masalah, sengketa dan kerugian. 
Pada mulanya, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok 
PerumahanMenjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 41 tahun 
1964 kemudian digantian dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 kemudian direvisi dan dinyatakan 
                                                          
2Ibid hal. 3 
3Komarudin, Menelusuri pembangunan Perumahan dan permukiman, Jakarta: Yayasan 
REI-Rakasindo, 1977), hal. 46 
3 
tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman.4 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Pemukiman telah memberikan pengertian Perumahan 
dimana dalam pengertiannya dijelaskan bahwa suatu perumahan haruslah 
dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum. Hal ini 
merupakan syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam suatu 
perumahan. Bahkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ini 
telah menetapkan bahwa ketika perumahan tersebut masih dalam tahap 
pembangunan, pemasaran perumahan tersebut baru dapat dilakukan 
setelah adanya kepastian akan ketersediaan sarana, prasarana, dan 
fasilitas umum yang dimaksud. 
 Selanjutnya dalam pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 menetapkan persyaratan sarana, prasarana dan fasilitas 
umum yang dimaksudkan, yaitu : 
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; 
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan 
lingkungan hunian; dan 
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum. 
  
Pihak pengembang (developer) dilarang menyelenggarakan 
pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai 
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas 
umum yang diperjanjikan5.Apabila pihak pengembang sudah menjanjikan 
namun tidak dibangun atau kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, 
                                                          
4UripSantoso, op.cit., Hal 3-4 
5Lihat Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman 
4 
sarana, dan utilitas umum tidak sesuai, maka dapat dikenai sanksi 
administratif yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 150 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Selain itu, pihak pengembang 
yang bersangkutan juga dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 151 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahdinyatakan bahwa barang milik 
daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan 
lainnya yang sah, salah satu contohnya meliputi barang yang diperoleh 
dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, termaksud disini penyerahan 
tanah oleh developer/pengembang kepada pemerintah daerah guna untuk 
pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).6 
Secara faktual, terdapat fasilitas umum yang telah disertifikatkan 
oleh pihak lain, padahal sejak dulu lahan itu merupakan fasilitas umum 
yang difungsikan sebagai taman wilayah Permukiman. Secara yuridis, 
Pemerintah Kota Makassar tetap memiliki peluang merebut kembali lahan 
fasilitas umum (fasum) Tello tersebut apabila Badan Pertanahan Nasional 
menggugurkan sertifikat yang ada saat ini tanpa melalui gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).7 
                                                          
6Israjudin Bara, ”Pengalihan asset daerah kota Makassar yang diperuntukkan sebagai 
fasilitas umum dan fasilitas sosial”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum ,Universitas 
Hasanuddin, Makassar, 2015, Hlm.  5 
7 http://www.aktual.com/lahan-fasum-jadi-milik-pribadi-dprd-minta -ketegasan-pemkot/ 
5 
Sepanjang memiliki bukti, BPN bisa menggugurkan sertifikat 
tersebut sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 
Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang 
mengatur bahwa: 
Pasal 104 
(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan 
pemberian hak, sertipikat hakatas tanah keputusan pemberian hak 
dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. 
(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan karenaterdapat cacat hukum administrasi dalam 
penerbitan keputusan pemberian dan/atausertipikat hak atas 
tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang 
telahmemperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 105 
(1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan 
Menteri. 
(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Menteri dapatmelimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau 
pejabat yang ditunjuk. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk 
mengangkat judul penelitian “Status Sertifikat Hak Milik atas Tanah Di 
Atas Fasilitas Umum Permukiman di Kota Makassar”, disini yang akan 
penulis fokuskan adalah bagaimana pengaturan mengenai fasilitas umum 
dan fasilitas sosial di permukiman di Makassar dan bagaiamana status 
hukum hak milik yang berada di atas fasilitas umum.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan mengenai prosedur penyerahan, 
Pengelolaan dan pengawasan fasilitas umum dan fasilitas sosialdi 
Kota Makassar? 
6 
2. Bagaimana status sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah untuk 
fasilitas umum di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penulisan  
1. Untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Fasilitas Umum Untuk 
Permukiman di Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui status hukum Hak Milik Di Atas Tanah Untuk 
Fasilitas Umum di Kota Makassar 
 
D. Kegunaan penulisan 
1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca di 
bidang agraria mengenai pengaturan mengenai fasilitas umum 
untuk permukiman di makassar 
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca di 
bidang agraria khususnya yang berkaitan status hak milik atas 
tanah di atas fasilitas umum di Makassar 
 
 
 
 
  
7 
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Tinjauan Umum tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
1. Pengertian Perumahan dan Permukiman Pada Umumnya  
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa: 
Perumahan dan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahaan, 
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan 
perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, 
pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. 
 
Sedangkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi 
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga 
,cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya8. 
Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari 
kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya 
interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, 
 ekonomi,  budaya,  dan pelayanan  yang merupakan subsistem dari kota 
secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, 
kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya.9 
Menurut Suparno Sastra dan EndyMarlina bahwa pengertian 
perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
                                                          
8Lihat pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman 
9Anonim, http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perumahan-permukiman-
menurut.html di akses hari Jumat, 11 November 2016 jam 22.30 
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tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana 
dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman  adalah suatu tempat 
bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila 
dikaji dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata 
settlements yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. 
Permukiman memiliki 2 arti yang berbeda yaitu:10 
a. Isi. Yaitu menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun 
masyarakat di lingkungan sekitarnya.  
b. Wadah. Yaitu menunjuk pada fisik hunian 
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 
tentang Perumahan dan Permukiman, bahwa: 
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri 
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai 
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang 
kegiatan fungsi lain dari kawasan perkotaan atau kawasan 
perdesaan.  
 
2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan 
Perumahan dan Permukiman 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan bahwa 
perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan 
berasaskan11 : 
a. Kesejahteraan  
Memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan 
permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga 
                                                          
10Suparno Sastra dan EndyMarlina, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, 
Yogyakarta: Andi, 2006, hal. 29 
11Lihat Penjelas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
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masyarakat yang mampu mengembangkan diri dan beradab, serta 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
b. Keadilan dan pemerataan 
Memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang 
perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara 
proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 
c. Kenasionalan  
Memberikan landasan agar kepemilikan tanah hanya berlaku untuk 
warga Negara Indoneia, sedangkan hak menghuni dan menempati 
oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau 
hak pakai atas rumah. 
d. Keefisienan dan kemanfaatan 
Memberikan landsan agar penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman, dilaksanakan dengan memaksimalkan 
potensi  yang dimiliki berupa sumber daya tanah, tekonologi 
rancang bangun, dan industry bahan bangunan yang sehat, untuk 
memnberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi kesejahteraan rakyat. 
e. Keterjangkauan dan kemudahan 
Memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang 
perumahan dan kawasan permukiman dapa dijangkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat serta mendorong terciptanyaiklim kondusif 
dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan 
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rendah agar setiap warga Negara Indonesia mampu mememnuhi 
kebutuhan dasarakan perumahan dan permukiman. 
f. Kemandirian dan kebersamaan 
Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa,swadaya, dan 
peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan 
pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kwasan 
permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, 
kemampuan dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama 
antar-pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan 
permukiman. 
g. Kemitraan 
Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah dengan meliatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, 
dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak 
langsung. 
h. Keserasian dan keseimbangan  
Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian 
antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara 
kehidupan manusia dan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan 
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dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak 
penting terhadap lingkungan. 
i. Keterpaduan 
Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman dilakukan dengan memadukan keijakan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian, 
baik intra maupun antar instansi serta sector terkait dalam kesatuan 
yang bulat dan utuh, saling menunjang dan saling mengisi. 
j. Kesehatan 
Memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat 
kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. 
k. Kelestarian dan keberlanjutan 
Memberikan landasan agar penyediaan perumahan da kawasan 
permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan 
hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat 
sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan 
secara serasi dan seimbang untuk generasai sekarang dan 
generasi yang akan datang. 
l. Keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan 
Memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan 
keamanan bangunan beserta infrastruktur, keselamatan dan 
keamanan lingkungan dan berbagai ancaman yang 
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membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan 
keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan 
permukiman. 
Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu 
perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk : 
a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman.  
b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan 
lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata 
ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).. 
c. Meningkatkan daya guna hasil guna sumber daya alam bagi 
pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan 
kelestariaan fungsi lingkungan, baik dikawasan perkotaan 
maupun pedesaan. 
d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.  
e. Menunjang pembangungandibidang ekonomi, sosial dan budaya. 
f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, 
terencana,terpadu dan berkelanjutan.  
 
           Dalam pasal diatas tersebut yang dimaksud dengan kepastian 
hukum adalah jaminan hukum bagi setiap orang untuk bertempat tinggal 
secara layak, baik yang bersifat milik maupun bukan melalui cara sewa 
dan cara bukan sewa. Jaminan kepastian hukum meliputi kesesuaian 
peruntukan dalam tata ruang, legalitas tanah, perizinan, dan kondisi 
kelayakan rumah sebagaimana yang diatur dalam perundang-
perundangan. 
             Sedangkan yang dimaksud dengan penataan dan pengembangan 
wilayah yaitu kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
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pengendalian yang dilakukan untuk menjaga keselarasan, keserasian, 
keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, 
antarsektor, dan antar pemangku kepentingan sebagai bagian utama dari 
pengembangan perkotaan dan perdesaan yang dapat mengarahkan 
persebaran penduduk dan mengurangi ketidakseimbangan pembangunan 
antarwilayah serta ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta 
ketidakseimbangan pemanfaatan ruang. 
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman. 
Seperti apa yang telah dilakukan di banyak Negara, pemerintah 
Indonesia juga menjalankan beberapa peranan sekaligus dalam 
pembangunan perumahan dan pemukiman. Pemerintah, dalam suatu 
kondisi bertindak sebagai pembangun dan penyedia perumahan, dalam 
kondisi yang lain bertindak sebagai pemberi kemudahan (fasilitator) dan 
penopang masyarakat agar mampu melaksanakan pembangunan 
perumahannya sendiri.12 
Peranan semacam ini bisa menguat bisa melemah, bisa 
berkembang atau bisa sebaliknya tergantung pada situasi yang 
dihadapi.Walaupun demikian ada peranan yang seharusnya tidak pernah 
surut, yaitu sebagai pengatur, pengendali, dan pengawas pembangunan 
perumahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.Ini merupakan 
peranan yang lekat dalam fungsi pemerintah sebagai penjaga keadilan 
                                                          
12TjukKuwartojo,dkk, Perumahan dan Pemukiman di Indonesia, Bandung: Penerbit ITB,  
2005 hal. 28 
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penggunaan sumber daya bersama, pencegah timbulnya krisis dan 
pertikaian.13 
Fungsi dan peranan pengaturan serta pengendalian ini pada 
umumnya dilakukan oleh pemerintahan yang paling dekat dan paling 
mengetahui masyarakat setempat, yaitu Pemerintah Daerah.Tapi di 
Indonesia, pada umumnya fungsi ini tampaknya belum dijalankan secara 
maksimal. Penyebabnya sering ditimpakan pada Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan daerah 
secara politik, instusional, finansial maupun teknis dibawah kendali 
pemerintah pusat. Karena menurut undang-undang tersebut pemerintah 
daerah dinyatakan secara tegas sebagai pelaksana pembangunan 
nasional.14 
Tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota dalam melaksananakan pembinaan dan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam 
Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011. 
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, mengatur bahwa: 
(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan 
wewenang.  
(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
 
            Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan 
bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas : 
                                                          
13Ibid 
14Ibid, hal. 29 
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a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional 
di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasionaltentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasateknologi di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan nasionaltentang 
penyediaan kasiba dan lisiba; 
d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan 
pengembangan lingkungan hunian dan kawasanpermukiman; 
f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunanuntuk 
mendukung terwujudnya perumahan bagi mbr; 
g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukimanbagi 
masyarakat, terutama bagi mbr; 
h. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi padatingkat 
nasional; 
i. Melakukan dan mendorong penelitian danpengembangan 
penyelenggaraan perumahan dankawasan permukiman; 
j. Melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, danregistrasi 
keahlian kepada orang atau badan yangmenyelenggarakan 
pembangunan perumahan dankawasan permukiman; dan 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang 
perumahan dan kawasan permukiman. 
 
Kemudian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
menetapkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan pembinaan 
mempunyai tugas: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada 
tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasanpermukiman 
dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasateknologi di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan 
berpedoman pada kebijakan nasional; 
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaanKasiba dan 
Lisiba lintas kabupaten/kota; 
d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasionalpada 
tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasanpermukiman; 
e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumahan, 
permukiman, lingkungan hunian, dankawasan permukiman; 
f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman lintaskabupaten/kota; 
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g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitasumum 
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi; 
h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk 
mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; 
i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasanpermukiman 
bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan 
j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat 
provinsi. 
 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan 
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan 
mempunyai tugas : 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada 
tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dankawasan 
permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi 
nasional dan provinsi; 
b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan 
berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang 
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi 
dibidang perumahan dan kawasan permukiman; 
c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan 
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat 
kabupaten/kota; 
d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi 
terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam 
penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan 
hunian, dan kawasan permukiman; 
e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancangbangun yang 
ramah lingkungan serta pemanfaatanindustri bahan bangunan 
yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan 
lokal yang aman bagi kesehatan; 
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, 
strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman pada tingkat kabupaten/kota; 
g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat 
kabupaten/kota; 
h. melaksanakan peraturan perundang-undangan sertakebijakan 
dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman pada tingkat kabupaten/kota; 
i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan 
permukiman; 
j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsidalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dengan berpedoman pada kebijakan nasional; 
17 
k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, danutilitas 
umum perumahan dan kawasan permukiman; 
l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan 
provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada 
tingkat kabupaten/kota; 
m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunanuntuk 
mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; 
n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi 
masyarakat, terutama bagi MBR; 
o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan 
p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang 
melakukan pembangunan rumah swadaya. 
 
Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
menetapkan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan 
mempunyai wewenang: 
a. menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan 
kriteria rumah, perumahan, permukiman, danlingkungan hunian 
yang layak, sehat, dan aman; 
b. menyusun dan menyediakan basis data perumahan 
dankawasan permukiman; 
c. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 
d. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang 
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkatnasional; 
e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam 
rangka mewujudkan jaminan dankepastian hukum dan 
pelindungan hukum dalambermukim; 
f. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun 
yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan 
bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan 
kearifan lokal; 
g. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dan kawasan permukiman; 
h. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan 
dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman pada tingkat nasional; 
i. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dibidang 
perumahan dan kawasan permukiman; 
j. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh; 
k. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 
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l. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum perumahan dan kawasan permukiman; dan 
m. memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional 
antara Pemerintah dan badan hokum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman.  
 
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan 
bahwa Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai 
wewenang: 
a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan 
kawasan permukiman pada tingkat provinsi; 
b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada 
tingkat provinsi; 
c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang 
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkatprovinsi; 
d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan serta kebijakan danstrategi 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada 
tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan 
kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim; 
e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun 
yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan 
bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan 
kearifan lokal; 
f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, 
strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan 
permukiman pada tingkat provinsi; 
g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan 
dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman pada tingkat provinsi; 
h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi; 
i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada 
tingkat provinsi; 
j. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan 
k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara 
pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman.  
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Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menetapkan 
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan 
mempunyai wewenang: 
a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan 
dankawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota; 
b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan dan kawasan permukimanpada 
tingkat kabupaten/kota bersama DPRD 
c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang 
perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat 
kabupaten/kota; 
d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan 
perundang-undangan serta kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanpada 
tingkat kabupaten/kota; 
e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan 
perumahan dan permukiman bagi MBR; 
f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan 
bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota; 
g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara 
pemerintah kabupaten/kota dan badan hukumdalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 
h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat 
kabupaten/kota; dan  
i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.  
 
 
4. Hak dan kewajiban peran masyarakat dan larangan dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
Hak dan kewajiban setiap orang dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam pasal 129 dan pasal 
130 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011.Pasal 129 Undang-undang 
Nomor 1 tahun 2011 menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak : 
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a. Menempati, menikmati, dan atau memiliki, memperoleh rumah 
yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan 
teratur. 
b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman; 
c. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 
d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman 
e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang 
dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 
f. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang 
merugikan masyarakat. 
 
Kemudian dalam Pasal 130 Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 
menetapkan bahwa dalampenyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman, setiap orang wajib: 
a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di 
perumahan dan kawasan oermukiman; 
b. Turut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman yang merugikan dan 
membahayakan kepentingan orang lain dan atau kepentingan 
umum. 
c. Menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana 
lingkungan dan utilitas umum yang berada di perumahan dan 
kawasan permukiman; dan 
d. Mengawasi pemanfaatan dan berfungsina prasarana, sarana, 
dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. 
 
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-
undang Nomor 1 tahun 2011. Pasal 131 Undang–Undang Nomor 1 tahun 
2011 menetapkan keterlibatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman dan masukan dalam peran 
masyarakat yaitu: 
1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan 
melibatkan peran masyarakat. 
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2) Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan 
dalam: 
a. Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman; 
b. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan 
permukiman 
c. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman  
d. Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan 
permukiman 
e. Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman. 
3) Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum 
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 
 
Pasal 132 Undang – undang Nomor 1 tahun 2011 menetapkan 
bahwa fungsi dan tugas forum pengembangan perumahan dan 
kawasan permukiman, yaitu : 
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah dan 
pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman 
c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat 
d. Memberikan masukan kepada pemerintah 
e. Melakukan peran arbitrase dan mediasi dibidang 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 
 
Forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 
terdiri dari unsur, yaitu15 :  
a. Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan 
kawasan permukiman 
b. Asosiasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman 
c. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan 
permukiman 
d. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha 
penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman. 
e. Pakar dibidang perumahan dan kawasan permukiman 
f. Lembaga swadaya masyaraka dan/atau mewakili konsumen 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan 
perumahan dan kawasan permukiman 
 
                                                          
15UripSantoso, op.cit., hal. 38 
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B.  Tinjauan umum tentang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 
Fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum - fasos) adalah hak warga 
yang wajib dipenuhi dalam setiap pengembangan perumahan. Pengaturan 
tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial ini diatur dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan, yakni : 
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman 
Dari Undang-Undang tersebut di atas kemudian diterbitkan pula 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman 
Di Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
1Tahun 1987 yang di anggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
keadaan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas sosial adalah 
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, 
seperti sekolah, klinik, dan tempat ibadah. Sedangkan fasilitas umum 
adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum,seperti jalan 
dan alat penerangan umum.16 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 merumuskan 
fasos-fasum dalam tiga kategori. Yaitu17: 
                                                          
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia,2016, 
hal. 389 
17Putri Yoenazh,  http://www.housing-estate.com/read/2015/03/10/fasos-fasum-tinggal-lihat-
site-plan/ di akses pada hari Selasa, 6 desember 2016 jam 13.00 
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1. Prasarana lingkungan mencakup antara lain jalan, saluran 
pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, tempat 
pembuangan sampah (pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 tahun 2009). 
2. Utilitas umum, meliputi bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam 
sistem pelayanan lingkungan seperti jaringan air bersih, listrik, gas, 
telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, fasilitas kebersihan/ 
tempat pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran (pasal 10 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009). 
3. Fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat di lingkungan 
pemukiman seperti pendididikan, kesehatan, perbelanjaan dan 
niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi 
dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman 
umum (pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 
2009). 
Pengertian sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 
atau tujuan; alat; media;18 sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 
(usaha, pembangunan, proyek, dsb).19 Pengertian sarana dan 
prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya 
memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang 
keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan kata lain, suatu proses 
                                                          
18 Departemen Pendidikan Nasional., opcit., hal. 1227 
19Ibid, hal. 1099 
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kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang 
diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak 
tersedia.20 
Adapun pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 
lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana adalah fasilitas 
penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan 
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan utilitas adalah sarana 
penunjang untuk pelayanan lingkungan.21 
Dari definisi diatasdapat disimpulkan bahwa fasum-fasos pada 
dasarnya memiliki kesamaan dengan prasarana, sarana dan utilitas 
umum. Fasilitas umum dapat disamakan dengan prasarana lingkungan 
dan utilitas umum yang merupakan suatu hal dasarutama dan 
diperuntukkan demi kepentingan umum. Sedangkan fasilitas sosial dapat 
disamakan dengan sarana yang merupakan suatu sarana penunjang yang 
berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 
masyarakat. 
Dimulai dengan tahap perencanaan, pada tahap ini meliputi izin 
lokasi, izin perencanaan, Izin Membangun Bangunan, serta bagaimana 
status tanah tempat fasilitas sosial direncanakan. Aspek pengawasan 
pada tahap perencanaan saat pengembang mengajukan izin 
pembangunan kompleks perumahan merupakan tahap pengendalian 
                                                          
20Achmad Maulidi, http://www.kanalinfo.web.id/2016/07/pengertian-sarana-dan-
prasarana.html di akses hari Rabu, 6 desember 2016  jam 13.15 
21 Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukimana di 
Daerah 
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awal. Pengendalian ini diharapkan nantinya dalam tahap pembangunan 
dapat sesuai dengan apa yang diajukan sesuai dengan rencana/ perizinan 
yang didapat.22 
Kemudian dilanjutkan pada tahap pembangunan yang mana pada 
tahap ini tanah dimatangkan dan diatasnya dibangun rumah dan fasilitas – 
fasilitasnya sebagaimana yang dinyatakan dalam rencana proyek yang 
telah disetujui. Dalam tahap ini peran pemerintah daerah dalam 
mengawasi pembangunan perumahan dan fasilitas sosial agar sesuai 
standar dan peraturan yang berlaku sangatlah besar. Pelaksanaan 
pengawasan dan pengendalian ini dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan 
Umum dan instansi terkait secara berkelanjutan agar pelanggaran 
terhadap pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dapat 
dihindari.23 
Tahap selanjutnya yaitu, tahap penyerahan. Pada tahap 
penyerahan ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 tahun 2009 tentang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan 
Dan Permukiman ke Pemerintah daerah. Penyerahan yang dimaksud 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ialah penyerahan seluruh 
atau sebagian prasarana lingkungan, sarana dan utilitas berupa tanah dan 
bangunan dalam bentuk asset.Setelah asset tersebut memenuhi syarat 
maka tanggung jawab pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas 
diserahterimakan.Perawatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
                                                          
22RifkyTamsir, “Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas Sosial (Fasos) Dan Fasilitas Umum 
(Fasum) Pada Perumahan Dan Kawasan Permukiman”, Skripsi, Sarjana Hukum, 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012,hlm 28 
23 Ibid 
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melalui instansi yang berwenang mengelolanya.Sedangkan kompleks 
perumahan yang tidak membangun sarana dan prasarana, dan utilitas 
umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat diserahkan 
pada Pemerintah daerah.24 
Setelah dilakukan tahap penyerahan sarana, prasarana lingkungan 
dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah daerah, 
pengembang sudah tidak bertanggung jawab lagi atas kelangsungannya, 
baik pembiayaan maupun pemeliharaan. Dalam pasal 22 ayat (3) Nomor 9 
tahun 2009 Peraturan Menteri dalam Negeri apabila ada pengembang, 
badan usaha swasta dan masyarakat yang ingin melaukan kerja sama 
pengelolaan fasilitas yang telah diserahkan kepada pemda maka 
diwajibkan memperbaiki dan memelihara fasilitas tersebut sehingga 
pemeliharaan dan pendanaan fasilitas-fasilitas tersebut menjadi tanggung 
jawab pengelola.25 
Menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor9 
Tahun 2009 yang dimaksud penyerahan prasarana, sarana dan utilitas 
adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa 
bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari 
pengembang kepada pemerintah. Pemerintah Daerah meminta kepada 
pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas 
perumahan dan permukiman yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun 
setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tata letak yang 
telah disetujui oleh pemerintah daerah secara bertahap ataupun 
                                                          
24Ibid 
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27 
sekaligus. Seluruh fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah (pemda) berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maka hak wewenang dan tanggung 
jawab pengurusannya beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan.26 
Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan 
utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan 
umum, teknis dan administrasi. Persyaratan umum meliputi lokasi sesuai 
dengan rencana tata letak yang sudah disetujui oleh pemrintah  daerah 
dan sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan. 
Persyaratan secara teknis, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan 
permukiman. Persyaratan administrasi, yaitu harus memiliki beberapa 
dokumen di antaranya, dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh 
pemerintah daerah, izin mendirikan bangunan, izin pembangunan 
bangunan, dan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada 
pemerintah daerah.27 
Sebelum dilakukan penyerahaan oleh pemohon kepada pemda 
terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. 
Penyerahan dilakukan dengan dua cara,yaitu28 : 
1. Penyerahan Umum/Biasa adalah penyerahan fasos, fasum, 
prasarana lingkungan, kepada Pemda dalam keadaan baik; 
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27Israjudin Bara, ”Pengalihan asset daerah kota Makassar yang diperuntukkan sebagai 
fasilitas umum dan fasilitas sosial”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum ,Universitas 
Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 39 
28Ibid 
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2. Penyerahan Khusus adalah penyerahan fasos, fasum kepada 
Pemda yang telah lama selesai namun belum juga dilakukan 
penyerahan, dan pada saat akan dilakukan penyerahan kondisi 
dalam keadaan rusak. Dalam hal penyerahan khusus, 
Pengembang diwajibkan memperbaiki lebih dahulu kerusakan 
tersebut. 
Bentuk penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan 
prasarana lingkungan meliputi29 : 
a. Penyerahan fasilitas umum dan prasarana lingkungan kepada 
Pemerintah Daerah dalam bentuk Berita Acara hasil verifikasi; 
b. Penyerahan Fasos kepada Pemerintah Daerah harus dilengkapi 
dengan sertipikat tanah atas nama Pemda; 
c.  Dalam hal sertipikat belum selesai maka penyerahan tersebut 
disertakan dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN); 
 
C.  Hak Milik Atas Tanah 
Hak milik diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. Pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 
dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan 
terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak 
milik adalah hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas, tidak dapat diganggu 
                                                          
29Ibid 
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gugat, sebagaimana yang dimaksud hakeigendom, melainkan untuk 
menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan 
hak yang paling kuat dan paling penuh.30 
Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak 
milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik 
sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan 
mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Terpenuh berarti 
hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan 
hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak 
lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada 
orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari 
seorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, 
terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain.31 
Pada dasarnya, hak milik dapat beralih atau dialihkan dari 
pemegang hak milik kepada pihak yang lainnya. Namun, ternyata tidak 
semua pihak mampu menjadi pemegang hak milik atas tanah di 
Indonesia.Dari ketentuan selanjutnya mengenai Hak Milik yang diatur 
dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 yang menyatakan bahwa : 
1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik. 
2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 
3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga 
Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
                                                          
30WibowoTunardy, http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/ diakses hari Rabu, tanggal 17 
Desember 2016 jam 21.00 
31 ibid 
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berlakunya undan-undang ini kehilangan kewarganegaraan itu. 
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 
tanahnya jatuh pda Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 
4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku 
ketentuan dalam aya (3) pasal ini. 
 
Ketentuan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga Negara 
Indonesia dikuatkan oleh ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agrariayang dengan 
tegas menyebutkan bahwa orang asing yang sesudah berlakunya 
undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat 
atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara dengan ketentuan bahwa 
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 
Ketentuan tersebut nyata juga berlaku bagi warga Negara 
Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan lain yang ditegaskan dalam 
ketentuan pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa selama 
seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan 
hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.Dapat 
diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki 
31 
oleh warga Negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh 
warga Negara asing dan badan hukum,baik yang didirikan di Indonesia 
maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan 
hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, badan-badan 
yang ditunjuk dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 1963 
yang terdiri dari: 
1. Bank bank yang didirikan oleh Negara  
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan 
berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-
Negara tahun 1958 No. 139); 
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri pertanian/ 
Agraria setelah mendengar Menteri Agama 
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri pertanian/Agraria 
setelah mendengar Menteri kesejahteraan sosial 
Dengan ketentuan yang demikian berarti setiap orang tidaklah 
dapat dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah.Ini 
berarti Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pembatasan peralihan 
hak milik atas tanah.Agar hak milik atas tanah dapat dialihkan, maka pihak 
terhadap siapa hak milik dialihkan haruslah merupakan orang perorangan 
warga Negara Indonesia tunggal, atau badan-badan hukum tertentu yang 
diatur dalam peraturan pemerintahn nomor 38 tahun1963 tersebut.32 
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Objek hak milik adalah seluruh tanah yang berada dalam 
kekuasaan pemegang hak milik.Tanah yang menjadi objek hak milik ini 
dapat diperoleh dari adanya peralihan hak yang disebabkan karena 
adanya jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan 
untuk memindahkan hak milik.33 
Jangka waktu hak milik atas tanah adalah tidak terbatas. Artinya, 
hak milik akan berada dibawah kekuasaan pemegang hak milik selama 
tidak terjadi peralihan hak milik tersebut seperti dalam ketentuan pasal 26 
ayat (1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang 
Pokok Agraria.34 
Dalam pasal 22 dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang pokok 
Agraria, dapat diketahui bahwa ada tiga hal yang dapat merupakan atau 
menjadi dasar lahirnya Hak Milik atas tanah35: 
1. Menurut hukum adat, yang diatur dalam suatu peraturan 
pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan ini perlu diketahui 
bahwa higga saat ini, peraturan pemerintah yang dimaksud belum 
pernah diterbitkan sama sekali. 
2. Karena ketentuan Undang–Undang. Terhadap ketentuan ini hingga 
saat ini  juga belum pernah diterbitkan suatu undang–undang 
tentang ak milik sebagaimana juga diamatkan dalam pasal 50 ayat 
(1) Undang-Undang Pokok Agraria. 
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3. Karena adanya suatu peristiwa perdata, baik yang terjadi karena 
dikehendaki, yang lahir karena perbuatan hukum dalam bentuk 
perjanjian, misalnya dalam bentuk jual-beli, hibah, tukar menukar, 
ataupun karena peristiwa perdata semata-mata, misalnya karena 
perkawinan yang menyebabkan terjadinya persatuan harta, 
kematian, yang melahirkan warisan ab intestate maupun warisan 
dalam bentuk hibah wasiat. 
Jika dibaca ketentuan yang diatur dalam pasal 23 Undang– 
Undang Pokok Agraria yang berbunyi: 
Pasal 23 
1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak – hak lain harus didaftarkan 
menurut kententuan – ketentuan yang dimaksud dala pasal 19. 
2) Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta salhnya peralihan 
dan pembebanan hak tersebut. 
 
Dapat dikatakan bahwa pendaftaran hak milik atas tanah 
merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Bahkan terhadap setiap 
bentuk peralihan, hapusnya maupun pembebanan terhadap hak milik juga 
wajib didaftarkan. Sehubungan dengan pendaftaran tanah ini, perlu 
diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang pokok  agraria, 
system pendaftaran tanah yang diberlakukan adalah registration of 
deed36. Dengan registration of deed dimaksudkan bahwa yang didaftarkan 
adalah akta yang memuat perbuatan hukum yang melahirkan hak atas 
tanah (hak kebendaan atas tanah, termasuk didalamnyaeigendom hak 
milik sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang Hukum perdata). 
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D. Penguasaan dan Pemilikan Hak atas tanah dalam system 
Hukum Indonesia 
Pengertian tanah sebagai permukaan bumi dipakai dalam arti 
yuridis diberikan batasan resmi oleh undang-undang Nomor 5 tahun 1960 
tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA).Pasal 4 ayat (1) 
yang mengartikan tanah sebagai permukaan bumi (the surface of the 
earth). Selanjutnya kewenangan atas permukaan bumi tersebut ditentukan 
dalam ayat (2) dari pasal 4 bahwa, “Hak-hak atas tanah tersebut memberi 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian 
pula tubuh bumi dan air, sertaruang yang ada diatasnya sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-
peraturan hukum lain”. Ayat (2) ini telah memperluas pengertian daripada 
tanah, yaitu selain meliputi permukaan bumi  juga meliputi  pula tubuh 
bumi, dan air, serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.37 
Pengertian tanah secara yuridis menurut UUPA adalah merupakan 
salah satu bagian dari pengertian “Agraria” yang meliputi selain 
permukaan bumi yang disebut tanah, meliputi pula tubuh bumi dimana 
terkandung bahan-bahan tambang dan bahan-bahan galian, juga air dan 
ruang angkasa yang ada diatasnya.38Dengan demikian, pengertian tanah 
dalam arti yuridis adalah permukaan bumi, dan hak atas tanah adalah hak 
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atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua 
dengan ukuran panjang dan lebar.39 
1. Pengertian “Penguasaan” dan “Menguasai 
Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang 
dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.40Pada saat itu tidak 
memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. 
Pertanyaan yang menunjuk kepada adanya legalitas hukum disini tidak 
diperlukan.Disamping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam 
kekuasaan seseorang masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang 
yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu, yaitu padanya 
apakah memang ada maksud untuk menguasai dan 
menggunakannya.Kedua unsur tersebut masing-masing disebut corpus 
possesionsdananimus posidendi.41 
Penguasaan fisik atau penguasaan yang bersifat factual 
selanjutnya ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan hukum 
untuk memperoleh perlindungan.Hukumlah yang menyatakan sah atau 
tidak sah atas penguasaan yang dilakukan terhadap fisik suatu barang 
oleh seseorang.42 
Penguasaan di dalam BurgerlijkeWetboek (BW) diatur dalam Pasal 
529 menegaskan “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan 
seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, 
                                                          
39BoediHarsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008,hal. 18 
40SatjiptoRahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal.62 
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maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau 
menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”43 
Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti 
fisik, juga dalam arti yuridis.Juga beraspek perdata dan beraspek 
publik.Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi 
hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan 
kepada pemegang hak untuk meguasai secara fisik tanah yang dihaki.44 
Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi 
kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada 
kenyataanya pengunaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau 
tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang 
menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh 
pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak 
penguasaan yuridisnya, berhak menuntut diserahkannya kembali tanah 
yang bersangkutan secara fisik kepadanya.45 
Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu 
(perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu 
kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan 
hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh 
nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat 
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(pranata-pranata sosial). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung 
secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.46 
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk 
menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya sepertihakatas tanah, 
karena sifatnya semata-mata hukum publik, sebagai yang dirumuskan 
dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Jika Negara sebagai 
penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah 
yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan 
Penguasa, melalui lembaga pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan 
kepada lembaga tersebut dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai 
secara fisik dan digunakan, bukan sebagai Badan Penguasa yang 
mempunyai hak menguasai yang disebut dalam pasal 2, tetapi sebagai 
badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata 
yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah. 
Dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara 
rinci mengenai pengertian menguasai. Sehingga berdasarkan penjelasan 
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menguasai ialah suatu penguasaan 
terhadap sesuatu hal baik dengan beralaskan hak yang dilindungi 
hukummaupun secara de facto dikuasai tanpa berdasarkan hak. 
2. Hak menguasai Negara atas Tanah 
Dalam sistem Hukum Tanah Nasional, diberikan wewenang yang 
sangat luas kepada Negara, melalui hak menguasai dari Negara, yang 
tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria.Ketentuan pasal 2 
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ini merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
menjelaskan pengertian hak menguasai atas sumber daya alam oleh 
Negara, sebagai berikut47 : 
1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 
sebagai organissasi kekuasaan seluruh rakyat; 
2) Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini 
memberikan wewenang untuk: a) Mengatur dan 
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b) 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c) 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan 
Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan 
makmur; 
4) Hak menguasai dari Negara tersebut, pelaksanaannya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan 
– ketentuan peraturan pemerintah. 
 
Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak menguasai dari 
Negara tersebut semata-mata bersifat publik, yaitu wewenang untuk 
mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenang untuk menguasai 
tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang 
pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi.48 
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Struktur Hak Penguasaan Tanah Dalam Sistem Hukum 
Pertanahan Indonesia49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hak atas kelola bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya secara yuridis konstitusional kekuasaannya 
diberikan pada negara berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 
berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar–besarnya 
kemakmuran rakyat.” Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan 
bahwa, “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi 
dikerjakan semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan 
anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang di 
utamakan, bukan kemakmuran orang seorang.Sebab itu perekonomian 
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disusun sebagai usah bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun 
perusahaan yang sesuai untuk itu adalah koperasi, perekonomian 
berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang.  
Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan 
yakin menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara.Kalau 
tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan 
rakyat banyak ditindasnya.Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat 
hidup orang banyak boleh di tangan orang-orang.Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok 
kemakmuran rakyat.Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”50 
Sebagai implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dirumuskan 
dalam pasal 2 UUPA, dimana dalam pasal 2 ayat (1) UUPA dinyatakan 
bahwa, “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal hal 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 
yang tertinggi dikuasai oleh Negara,sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat”.Dengan demikian Pasal 22 UUPA memberikan suatu tafsiran dan 
interprestasi otentik mengenai arti perkataan “dikuasai” yang 
dipergunakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Perkataan “dikuasai” 
dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki” akan tetapi pengertian yang 
memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan  dari 
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bangsa Indonesia,sebelumnya disebut sebagai badan penguasa pada 
kekuasaan tertinggi untuk 51: 
1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
penyediaan, dan pemeliharannya; 
2) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atau 
(bagian dari ) bumi, air dan ruang angkasa 
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang – orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 
Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang 
dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi daripada hak itu.Artinya sampai 
beberapa Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk 
menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara 
tersebut.52 
3. Hak pengelolaan 
Hak pengelolaan atau sering disebut dengan HPL dalam singkatan 
hak pengelolaan Lahan, merupakan satu diantara jenis-jenis hak 
penguasaan atas tanah yang kini berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Sebagai satu di antara 
jenis-jenis hak penguasaan atas tanah yang kini berlaku, maka hak 
pengelolaan tentunya tidak dapat dipisahkan dari hak-hak atas tanah pada 
umumnya menurut system Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960.53 
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Undang-undang pokok Agrarian Nomor 5 tahun 1960 memang 
tidak merumuskan pengertian hak pengelolaan ini. Namun landasan 
hukum hak pengelolaan telah ditetapkannya pada pasal 2 ayat (4) yang 
menyatakan bahwa, “hak menguasai dari Negara terebutdiatas 
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah–daerah swatantra dan 
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukandan tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional,menurut ketentuan – ketentuan peraturan 
pemerintah”.54 
Bertitik tolak dari ketentuan di atas dapat dirumuskan, pengertian 
hak pengelolaan sebagai suatu hak atas permukaan bumi merupakan 
“pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada suatu lembaga 
pemerintah, atau pemerintah daerah, badan hukum pemerintah atau 
badan hukum pemerintah daerah untuk : 
1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan; 
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 
usahanya; 
3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga 
menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak 
pengelolaan tersebut, yang meliputi segi peruntukan, 
penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan 
bahwa pemberian ha katas tanah kepada pihak ketiga yang 
bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang 
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menurut peraturan kepala badan pertanahan nasional Nomor 2 
tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian ha 
katas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
Dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 
1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian 
tanah untuk keperluan perusahaan, diaturlah kebijakan yang lebih luas 
lagi, yaitu pasal 3 mengatur bahwa hak pengelolaan yang diberikan 
kepada perusahaan berisikan wewenang untuk merencanakan 
peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan 
tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya dan menyerahkan 
bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut 
persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan atau pemegang hak 
tersebut meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan 
keuanganna dengan ketentuan bahwa pemberian hakatas tanah kepada 
pihak ketiga dilakukakn oleh pejabat yang berwenang.55 
4. Hak Penguasaan Tanah Oleh Individu Atau Badan 
Berdasarkan wewenang Negara yang bersumber pada hak 
menguasai tanah oleh Negara yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA,di 
mana Negara berwenang untuk menentukan dan memberikan bermacam-
macam hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 
Bermacam-macam hak atas tanah yang dimaksud adalah seperti yang 
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dikemukakan dalam pasal 16 (1) UUPA, yaitu : hak milik, hak guna usaha, 
hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 
memungut hasil hutan, dan hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak-
hak tersebu di atas yang akan di tetapkan dengan perundang-undangan, 
serta hak-hak yang sifatnya sementara.56 
Pasal 53 
a. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi 
hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur 
untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan 
undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan 
hapusnyadidalam waktu yang singkat 
b. Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3e berlaku terhadap 
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 1 ini. 
 
Berdasarkan macam–macam hak atas tanah sebagaimana disebut 
dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA, maka dapat dikemukakan 4 kelompok 
hakatas tanah, yaitu : 
a. Hak–hak atas tanah yang dikuasai secara individual dengan 
hak-hak atas tanah yang primer, yaitu hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai disebut tanah-tanah 
hak. 
b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hakatas tanah 
bersumber pada hak pihak lain, yaitu hak guna bangunan, hak 
pakai, yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha 
bagi hasil, hak menumpang, hak sewa. 
c. Hak–hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-
undang yaitu hak jaminan atas tanah 
                                                          
56Ibid  
45 
d. Hak–hak atas tanah yang diberi sifat sementara, artinya pada 
suatu waktu hak–hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak 
aka nada lagi. 
Ketentuan hakatas tanah, secara normatif bersumber pada pasal 4 
UUPA yang menyebutkan: 
1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya bermacam–macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunya oleh orang–orang, baik sendiri maupun 
bersama–sama dengan orang lain serta badan hukum. 
2) Hak–hak atas tanah yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini 
memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 
angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 
tanah itu dalam batas-batas menurut undang–undang ini dan 
peraturan – peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang 
angkasa. 
 
Berdasarkan penggunaannya hak milik merupakan hak yang 
terpenuh, dalam arti tidak ditentukan penggunaannya demikian pula 
dengan hak pakai. Sementara itu, hak guna usaha hanya diberikan untuk 
usaha pertanian,sedangkan hak guna bangunan hanya diberikan untuk 
keperluan non–pertanian. 
Hak-hak tanah ditentukan berdasarkan subjek hak dan 
penggunaan tanahnya. Berdasarkan subjeknya, pada asasnya hak milik 
hanya dapat dipunyai warga negara Indonesia.Namun demikian, untuk 
tujuan tertentu, badan hukum tertentu dapat ditetapkan untuk mempunyai 
hak milik (pasal 1, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963). 
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Hak-hak atas tanah tersebut berisi kewenangan-kewenangan untuk 
mempergunakan permukaan bumi, termasuk sebagian tubuh bumi, dan 
ruang di atasnya sekedar diperlukan bagi keperluan yang berhubungan 
langsung dengan penggunaan tanah yang bersangkutan untuk keperluan 
sesuaii dengan sifat dan tujuan penetapan haknya dalam batas-batas 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 4 ayat 2 
UUPA).57 
Dengan demikian, hak tanah tidak bersifat mutlak, karena 
kewenangan haknya dibatasi. Batasan pelaksanaan kewenangan hak 
tanggungan oleh pemegang hak, dibatasi oleh beberapa prinsip antara 
lain : 
a. Semua hak tanah mempunyai fungsi sosial 
b. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai seuatu hak 
tanah pertanian pada asasnya diwajibkan untuk mengerjakan 
atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah 
cara-cara pemerasan, 
c. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak tanah 
wajib memelihara tanahnya, termasuk menambah kesuburan 
dan mencegah kerusakannya, 
d. Setiap pemegang haknya dilarang menelantarkan tanah. 
Setiap hak tanah selain berisi kewenangan, juga mengandung 
kewajiban–kewajiban.Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban 
tersebut dapat menyebabkan dibatalkan hak tanah yang 
                                                          
57Ibid, hlm. 51 
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bersangkutan.Hak atas tanah pada hakekatnya merupakan hubungan 
hukum konkrit antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, 
dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum.Tujuan dari 
hak tanah adalah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan 
hukum tersebut sehingga pemegang hak dapat menjalankan 
kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman.58 
Dalam pembatasan tersebut tampak antara lain dengan adanya 
ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka penataan ruang, khususnya 
yang berkaitan dengan tiga serangkai pengaturan yang memuat ketentuan 
tentang jenis penggunaan (use), ukuran luas (bulk),dan ketinggian 
(height).Pembatasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 
penguasaan seseorang atau badan terhadap tanah hanyalah terbatas 
pada bagian atas dari bumi (substratum).59 
Kewenangan–kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak atas 
tanah pada hakikatnya itu ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan 
tertentu, yaitu 60: 
a. Untuk diusahakan, misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, 
perikanan (tambak) atau peternakan; 
b. Tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu, seperti untuk 
membangun bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalaan 
lapangan olahraga, pelabuhan pariwisata dan lain-lainnya 
  
                                                          
58RusmadiMurad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Bandung:  Penerbit Mandar Maju, 
2007, Hal. 71-72 
59 Maria S.WSumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya( Jakarta: 
Kompas, 2009) hlm 129  
60 Nia Kurniawati, op.cit., hal. 52 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan alasan bahwa 
permasalahan yang dibahas bertempat di Makassar.Adapun tempat 
penelitian tambahan guna mendapatkan informasi adalah Kantor 
Pemerintah Kota Makassar, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar, Kantor Dinas Tata Ruang Kota Makassar. 
 
B. Populasi Dan Sampel 
Pengertian populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu 
atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, sedangkan sampel 
adalah sejumlah subjek yang dianggap mewakili populasinya. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kota Makassar, Kantor 
Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Kantor Dinas Tata Ruang, 
Kantor Camat Panakukkang. 
Dari populasi tersebut, selanjutnya ditarik sampel yang dianggap 
memenuhi kriteria sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini adalah 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Kepala Bagian Aset 
Pemerintah Kota Makassar, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota 
Makassar, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Makassar, Kantor Camat 
Panakkukang, Kantor Lurah Tello Baru. 
 
49 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu:  
1. Data Primer yaitu informasi yang penulis peroleh di lapangan 
melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang. 
Dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota 
Makassar, Kepala Sub Bagian Aset Pemerintah Kota 
Makassar, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, 
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Kepala 
Dinas Tata Ruang Kota 
2. Data sekunder yaitu informasi yang penulis peroleh secara 
tidak langsung seperti data dan informasi yang diperoleh dari 
instansilembaga tempat penelitian, karya ilmiah dan dokumen 
yang ada relevansinya dengan penelitian ini;  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, 
yakni:  
1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data 
dan informasi yang diperlukan;  
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 
mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan - 
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laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
 
E. Analisis Data  
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai status 
hukumsertifikat hak milik yang ada pada tanah milik fasilitas umum atau 
fasilitas sosial di makassar.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Mengenai Prosedur Penyerahan,Pengelolaan, Dan 
Pengawasan Fasum Fasos Di Kota Makassar 
Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu 
instrumen terpenting dalam strategi pengembangan wilayah, yang 
menyangkut aspek-aspek yang luas dibidang kependudukan, dan 
berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial 
dalam rangka pemantapan ketahanan nasional.Penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat 
Bertitik tolak dari hal tersebut maka pembangunan perumahan dan 
permukiman sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan kawasan 
Permukiman, ditujukan untuk : 
a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman; 
b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 
penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan 
lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan 
tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, 
terutama bagi MBR;   
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam 
bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan 
kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan 
maupun kawasan perdesaan; 
d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 
e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan 
budaya; dan 
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f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, 
terpadu, dan berkelanjutan.   
 
Dalam membantu mewujudkan peruntukan adanya kawasan 
perumahan dan permukiman yang baik, maka dibuatlah fasilitas umum 
dan fasilitas sosial untuk masyarakat. Dimana fasilitas umum atau yang 
disebut dengan prasarana sekarang adalah jalan, saluran pembuangan air 
limbah, saluran pembuangan air hujan (drainase), dan tempat 
pengelolaan sampah61. Sedangkan fasilitas sosial adalah sarana 
pendidikan,kesehatan,peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, 
pemakaman,pertamanan dan ruang terbuka hijau, perniagaan, dan sarana 
parkir62.  
Adapun aturan-aturan hukum yang menjadi dasar pengadaan fasos 
dan fasum pada kawasan perumahan antara lain: 
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Permukiman 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Perumahan Dan Permukiman Di Daerah yang menggantikan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1987 
                                                          
61Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman di Daerah 
62Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman di Daerah 
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5. Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 
di Kawasan Perkotaan 
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 
Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Pada 
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan danPermukiman. 
7. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pembayaran Uang Kompensasi, Verifikasi, Penyerahan, 
Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Dan Utilitas Pada 
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman 
Menurut pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
9 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana 
Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan 
Permukiman, yaitu : 
1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan 
wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi 
paling sedikit: 
a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama 
dengan 25 Ha (dua puluh lima hekto are) 
b. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha 
(dua puluh lima hekto are) sampai dengan 100 Ha (seratus 
hekto are) 
c. 50% (lima puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha( 
seratus hekto are) 
 
Di wilayah Permukiman kota Makassar sendiri tepatnya pada 
Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tello Baru terdapat fasilitas umum 
yang diperuntukkan sebagai taman bunga. Tetapi sejak tahun 2013 kini 
telah disertifikatkan oleh pihak lain dan bersengketa karena banyak yang 
mengakui kepemilikannya termasuk juga pemerintah kota Makassar yang 
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menyebut taman tersebut sebagai fasilitas umum dan tercatat sebagai 
aset63. Permukiman tersebut terdiri dari beberapa kompleks perumahan, 
seperti perumahan Pabrik Kertas Gowa, perumahan Kejaksaan, 
Perumahan Semen Tonasa, Perumahan Bea Cukai, perumahan 
Kowilhan, perumahan PT Barata. Permukiman tersebut dahulu dibangun 
sekitar tahun 1960an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut data yang penulis dapatkan dari Pemerintah Kota bagian 
Hukum, permukiman tersebut dibangun oleh Perusahaan Daerah Jajasan 
Sulawesi Selatan/ PD Jajasan Pembangunan Djumpandang. Luas wilayah 
permukiman secara keseluruhan yang dibebaskan oleh PD Jajasan 
Sulawesi Selatan/PD Jajasan Pembangunan Djumpandang di Tello Baru 
adalah ±10 Ha. Awalnya permukiman tersebut dinamakan Kompleks 
Perumahan Yayasan Pembangunan Daerah Sulsel. Dan dalam 
                                                          
63Pak Iswady, Kepala Bidang Aset Pemerintah Kota Makassar, wawancara dilaksanakan pada Hari 
Jumat, tanggal 17 Maret 2017 
Siteplan Kompleks Yayasan Sulsel 
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permukiman tersebut terdapat beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial 
atau yang sekarang disebut dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 
seperti jalanan, sekolah, drainase, halte dan juga taman bunga yang 
berada di pinggir jalan urip sumoharjo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
1. Jalanan 2. SMP 23 Makassar 
 
4. Kantor Lurah Tello Baru 
5. Jaringan Pembangkit Lirsrik 
 
6. Drainase  
3. SD Inpres Tello Baru 
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(Sumber : Data Primer) 
Taman bunga,sekolah,jalanan,drainase dan fasum fasos lainnya 
termasuk dalam sarana yang wajib diserahkan oleh pengembang kepada 
pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah yang menggantikan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987. Tata cara 
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sendiri diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di 
Daerahyang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1987 dan diatur lebih spesifik dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan 
prasarana, sarana utilitas pada kawasan Industri, Perdagangan, 
Perumahan dan Permukiman dimana dalam pasal 17 menjelaskan bahwa: 
1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan 
fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri. 
Perdagangan, perumahan dan permukiman yang akan diserahkan 
melalui proses verifikasi 
2) Jenis prasarana, sarana, dan utilitas dari luasan lahan yang akan 
dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat 
keterangan kota. 
7. Eks. Taman 8. Masjid Alfatih 
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Proses verifikasi yang dimaksud dalam pasal 17 ialah verifikasi 
yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Tata Ruang. Tugas tim 
verifikasi diatur dalam pasal 18 yaitu: 
1) Tugas tim verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
sebagai berikut: 
a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang 
dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; 
b. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai 
permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh 
pengembang 
c. Menyusun jadwal kerja 
d. Melakukan verifikasi di permohonan penyerahan prasarana, 
sarana dan utilitas oleh pengembang; 
e. Menyusun berita acara pemeriksaan; 
f. Menyusun berita acara serah terima dan 
g. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil 
inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara 
berkala kepada kepala daerah. 
2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap : 
a. Kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan 
utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan 
kenyataan di lapangan; dan 
b. Kesesuaian persyaratan tehnis prasarana, sarana dan utilitas 
yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan 
 
Namun menurut penulis, karena pembangunan permukiman 
tersebut ada sejak tahun 1960an dimana pengaturan secara rinci 
mengenai fasum fasos belum ada, maka tidak ada keharusan pemerintah 
untuk melakukan pencatatan secara rinci mengenai verifikasi fasum fasos. 
Jadi, tidak ada keterangan dalam berita acara penyerahan apa apa saja 
yang telah diserahkan oleh pengembang atau developer atau dalam hal 
ini Jajasan Pembangunan Djumpandang/Jajasan Sulawesi Selatan 
kepada Pemerintah Kota pada saat itu dan hanya sekedar dicatat saja.  
Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan 
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Permukiman di daerah menjelaskan bahwa penyerahan fasum fasos 
dilakukan paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan dan harus 
sesuai dengan rencana tapak atau siteplan yang telah disetujui. Kemudian 
sebelum pemerintah menerima, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu 
yang dilakukan oleh tim verikasi. Dan akan dibuatkan berita acara serah 
terima.  
Peraturan yang lebih spesifik mengenai penyerahan fasum fasos 
telah diatur dalam peraturan daerah Kota Makassar Nomor 9 tahun 2011 
tentang penyediaan prasarana, sarana utilitas Pada Kawasan Industri, 
Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman menurut Peraturan Daerah 
kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 pasal 19 tentang penyediaan dan 
penyerahan prasarana, sarana utilitas pada kawasan Industri, 
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman harus dilakukan dengan 
berita acara serah terima dari pengembang atau developer Kepala 
Pemerintah Daerah yaitu Walikota Makassar. Berita acara serah terima 
tersebut meliputi berita acara serah terima administrasi dan berita acara 
serah terima fisik.  
Dalam berita acara serah terima administrasi memuat identitas para 
pihak baik yang menerima maupun melakukan penyerahan,rincian 
mengenai jenis, jumlah lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan 
dan jadwal atau waktu penyeleseian pembangunan, masa pemeliharaan 
dan serah terima fisiknya. Berita acara serah terima administrasi menurut 
pasal 19 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 tahun 2011 tentang 
penyediaan dan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas umum harus 
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dilampiri dengan perjanjian antara pengembang dengan pemerintah 
daerah, surat kuasa dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk 
melakukan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang akan 
diserahkan daftar dan gambar rencana tapak (siteplan, zoning, dll) yang 
menjelaskan lokasi prasarana, sarana dan utilitas umum serta sertifikat 
tanah atas nama pengembang yang peruntukannya untuk prasarana, 
sarana dan utilitas umum. Penandatangan berita acara serah terima 
administrasi ditandatangani setelah diterbitkannya surat keterangan 
rencana kota (site plane) dan sebelum diterbitkannya Izin Membangun 
Bangunan. 
Sedangkan  dalam berita acara serah terima fisik tidak diperlukan 
perjanjian antara pengembang dengan pemerintah daerah tentang 
penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum tetapi 
tetap harus ada daftar dan gambar rencana tapak (siteplan,zoning dan 
lain-lain) serta berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan 
terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas 
yang diserahkan. Dan juga akta notaris pernyataan pelepasan hak atas 
tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh 
pengembang kepada pemerintah daerah.  
Pengertian Site plan adalah gambar dua dimensi yangmenunjukan 
detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, 
baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, dan air kotor, 
fasilitas umum dan fasilitas sosial. Siteplan dalam dunia properti mungkin 
60 
juga mencakup serta cluster-cluster perumahan yang direncanakan.64 
Sedangkan Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona 
sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi 
pengembangan fungsi-fungsi lain.65 
Dalam pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah mengenai penyediaan 
dan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas umum menyatakan bahwa 
Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, perdagangan dan 
industri yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini wajib 
melakukan inventarisasi dan menyelesaikan dokumen pemilikannya. 
Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa 
Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan 
permukiman yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitaspada 
Pemerintah  Daerah saat peraturan daerah ini diundangkan, wajib 
menyediakan dan menyerahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
peraturan daerah ini diberlakukan. 
Menurut data yang penulis peroleh dari hasil wawancara penulis 
dengan bapak Zulkiflie66 selaku Kasubag. Bantuan Hukum pemerintah 
kota, penyerahan taman bunga permukiman itu telah dilakukan dan 
tercatat dalam berita acara penyerahan pada tahun 1973. Sehingga 
taman itu termasuk dalam aset pemerintah daerah kota Makassar.  
Sebagaimana yang diatur dalam Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
                                                          
64http://artikel2.com/site-plan/ diakses hari Jumat, tanggal 25 Maret 2017 
65http://www.radarplanologi.com/2015/09/apa-itu-zona-zoning-dan-zoning-
regulation.htmldiakses hari Jumat, tanggal 25 Maret 2017 
66Pak Zukiflie M. SH, Kasubag. Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar, Wawancara dilakukan 
hari Kamis, tanggal 15  Maret 2017 
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Negara/Daerahdinyatakan bahwa barang milik daerah adalah semua 
barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang 
milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, salah satu 
contohnya meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau 
yang sejenis, termaksud disini penyerahan tanah oleh 
developer/pengembang kepada pemerintah daerah guna untuk 
pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 
Namun, pemerintah kota pada saat itu tidak membuat SK Walikota 
dan melakukan pensertifikatan atau  membuat surat keterangan bahwa 
taman tersebut merupakan fasum fasos sebagaimana seharusnya hanya 
mencatat saja. Sehingga pemerintah tidak memiliki bukti bahwa itu 
memang aset dari pemerintah kota. Menurut penulis, karena lemahnya 
penegakan aturan pada jaman dulu sehingga administrasi pencatatan 
masih belum rapi seperti sekarang. 
Apabila tanah aset daerah tersebut disertifikatkan oleh pemerintah 
kota maka kedudukan pemerintah kota makassar adalah penguasa yuridis 
dan penguasa fisik tanah aset daerah. Penguasaan dalam arti yuridis 
adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan 
pada umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk 
menguasai tanahnya secara fisik. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 
satjipto rahardjo bahwa terdapat perbedaan antara penguasaan dan 
pemilikan (penguasaan yang dilandasi hak). Penguasaan hanya 
menekankan pada sifat factual yaitu mementingkan kenyataan pada suatu 
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saat, penguasaan juga bersifat sementara sampai nanti ada kepastian 
hubungan antara penguasa fisik dengan barang yang dikuasainya.67 
Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Iswady68 kepala 
bagian aset pemerintah kota Makassar, jika berbicara mengenai aset 
sama saja dengan berbicara mengenai sejarah riwayat aset tersebut. 
Dimana istilah aset ada pada laporan keuangan, neraca dan sebagainya 
baru ada pada tahun 2003.  Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pemerintah 
untuk membuat neraca keuangan. Sebelum ada Undang Undang 
tersebut, pemerintah daerah tidak membuat neraca mengenai aset, 
pemerintah daerah hanya membuatlaporan realisasi anggaran yang 
memuat berapa pendapatan dan pembelanjaan kota yang merupakan 
laporan yang sederhana. Tidak ada penghitungan asset pemerintah kota 
karena belum ada kebutuhan untuk melakukan pencatatan terhadap aset  
tersebut. 
Fungsi bidang asset sendiri yaitu fungsi konsolidasi yaitu hanya 
mengatur mengenai penataan dan pencatatan aset saja. Sedangkan 
persoalan mengenai penggunaan, pengawasan dan pengelolaannya 
sendiri diserahkan kepada skpd atau dinas terkait.Pengawasan dan 
pengelolaan terhadap fasilitas sosial dan fasilitas umum sendiri dilakukan 
oleh pemerintah apabila hal itu telah menjadi milik pemerintah dan 
diserahkan terhadap dinas terkait. Misalnya, jalanan suatu perumahan. 
Apabila jalan suatu perumahan tersebut telah diserahkan kepada 
                                                          
67Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bhali,  2012, hal. 62 
68Pak Iswady, SE, M.SI , Kepala Bidang Aset, wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 
tanggal 17  Maret 2017 
63 
pemerintah, maka apabila jalanan tersebut mengalami kerusakan seperti 
berlubang maka yang wajib memperbaikinya adalah pemerintah dalam hal 
ini dinas Pekerjaan Umum. Namun, apabila pengembang atau developer 
belum melakukan suatu penyerahan dan belum tercatat sebagai aset 
pemerintah maka perbaikan jalanan tersebut menjadi tanggung jawab 
pengembang. Karena tidak mungkin pemerintah kota memperbaiki suatu 
“barang” yang bukan kepunyaannya.69 
Tetapi dalam pasal 26 Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 
tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Kompensasi, Verifikasi, 
Penyerahan, Pengawasan Dan Pengendalian Prasarana, dan Utilitas 
Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman 
menjelaskan bahwa dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan 
dan keberadaannya dan prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak 
dipelihara serta belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah 
kota, maka pemerintah kota berwenang untuk memperbaiki atau 
memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya 
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk 
menjamin hak masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan 
utilitas yang layak. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Supardi70 
selaku staff pemanfaatan ruang, Dinas tata ruang juga melakukan 
pengawasan terhadap fasum fasos tetapi hanya meliputi pengawasan 
terhadap bangunan yang berada diatasnya. Hal ini sesuai dengan 
                                                          
69Ibid 
70Bapak Ir. Supardi, staff dinas tata ruang bag. pemanfaatan ruang, wawancara dilakukan hari 
Jumat, tanggal 10 bulan Maret 2017. 
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Peraturan Daerah kota MakassarNomor24 tahun 2005 Tentang 
Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas tata ruang dan 
bangunan kota makassar dalam  Pasal 4 dimana Dinas Tata Ruang dan 
Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan 
mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, 
pengendalian kawasan, penataan dan penertiban bangunan serta 
pengusutan. 
Menurut penulis, maraknya masalah fasum fasos di Makassar baik 
yang belum diserahkan maupun yang beralih kepemilikannya terjadi 
karena lemahnya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh 
dinas terkait. Tidak adanya sanksi serta aturan yang tegas membuat 
fasum dan fasos rentan terhadap masalah-masalah yang timbul. 
Menurut pak Iswady71, langkah pengamanan yang dapat dilakukan 
untuk menjaga fasum fasos yaitu dengan melakukan pengamanan fisik 
dan pengamanan secara hukum dan administrasi. Yang dimaksud 
pengamanan fisik yaitu dengan cara melakukan pemagaran terhadap 
lahan tersebut, sedangkan pengaman hukum dan administrasi dilakukan 
dengan melakukan pensertifikatan.  
Dari kedua hal pengamanan aset yang disebutkan diatas, 
pengamanan tetap harus dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. 
Tidak semua dapat dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran, 
pensertifikatan juga merupakan suatu kegiatan belanja yang memerlukan 
biaya dari anggaran. Pemerintah kota harus pandai memilih yang mana 
                                                          
71Pak iswady, op.cit 
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harus diutamakan pengamanannya terlebih dahulu. Tentu yang dilakukan 
pengaman adalah yang rawan. 
Masih menurut pak Iswady, paling tidak apabila ada penyerahan 
dari pengembang yang diakui sebagai aset pemerintah kota, pemerintah 
kota harus menyurat kepada Badan Pertanahan Negara (BPN)  untuk 
melakukan pemblokan terhadap tanah yang diserahkan oleh pengembang 
untuk tidak melakukan pensertifikatan selain atas nama Pemerintah Kota. 
Hal ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum sambil menunggu 
anggaran Negara. 
Pedoman penyediaan fasilitas sosial telah diatur dalam Kepmen 
Nomor 378/KPTS/1987, dimana kebutuhan akan fasilitas umum maupun 
fasilitas sosial tergantung oleh jumlah penduduk dalam suatu kawasan 
tertentu dalam pengadaannya. 
NO. 
Bidang 
Pelayanan 
INDIKATOR 
STANDAR PELAYANAN 
KUALITAS KETERANGAN 
KUANTITAS 
CAKUPAN 
TINGKAT 
PELAYAN
AN 
1 2 3 4 5 6 7 
A. Permukiman 
perkotaan 
     
A.  PRASARANA 
LINGKUNGAN
: JARINGAN 
JALAN 
     
 a.jalan kota • Panjang 
jalan/jumlah 
penduduk 
• Kecepatan 
ratarata  
• Luas 
Panjang jalan  
0,6 km/1.000  
penduduk  
• Ratio luas 
jalan 5% 
darl luas 
wilayah. 
Kecepalan 
ratarata 15 
s.d 20  
km/jam. 
• Akses ke 
semua bagian 
kota dengan 
muda 
Untuk daerah yang  
prasarana  
tranportasinya  
sebagian  
menggunakan  
angkutan sungai,  
dapat diperhitungkan  
secara tersendiri b.jalan 
lingkungan 
• Ratio panjang  
jalan dengan 
luas  
wilayah 
• Panjang 40-
60  
m/Ha dengan  
• lebar 2-5 m 
c.jalan selapak Ratio panjang  
jalan dengan 
luas  
wilayah 
Panjang 50-
l10  
m/Ha dengan  
lebar0,8-2 
2. Air limbah Tingkat  
Penyediaan  
• 80% dari 
jumlah  
Sarana 
sanitasi  
Separasi antara  
greywater{mand 
• System onsite lebih  
diarahkan untuk kot  
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sarana sanitasi  
terhadap jumlah  
penduduk/kota/p
er 
kotaan (mixed  
sanitation 
system)  
dan kualitas  
Penanganan 
penduduk 
kota/  
perkotaan 
individual 
dan  
komunal :  
- Toilet  
RT/Jamba
n/ 
MCK  
- Septik 
Tank  
• 
Penangan
an  
lumpur 
tinja  
untuk  
mendukun
g  
onsite 
system :  
- Truk 
Tinja  
- PLT 
i,cucian) thd  
black water  
(kakus)  
• Penyaluran  
black water  
yang baik ke  
septik tank,  
tanpa ada  
kebocoran dan  
bau  
• Tidak ada  
rembcsan  
langsung/pence 
maran air tinja  
dari septik tank  
ke air tanah.  
• Efisien removal  
BOD dan SS  
>=85 
• Tidak ada  
komplain thd  
permintaan  
penyedolan dan  
pengangkutan  
lumpur tinja 
• Pengolahan  
lumpur tinja  
selanjutnya 
asedang kecil dgn  
kepadatan rata-rata > 
= 200 jiwa/ha,dgn  
taraf muka air tanah  
> 2 m, dan potensi  
cost recovery yang  
belum mendukung  
untuk fullsewerage  
system. 
• Sistem 
onsite :  
Modular/fu
ll  
Sewerage  
System 
terdiri  
dari 
jaringan  
sewer dan  
IPAL. 
• Tidak ada  
separasi antara  
grey water thd  
black  
water,tetapi  
disain sewarage  
dapat bersatu  
dengan storm  
sewe 
 
• Sistem ofsite lebih   
diarahkan untuk kota  
metro besar dengan  
kepadatan rata-rata  
>=  200 jiwa/ha,  dgn  
taraf muka air tanah  
< 2m, dan potensi  
cost recovery belum  
mendukung u/ full 
saverage 
     • Tidak ada  
blokade  
dan/atau  
kebocoran  
sewerage  
• Efisiensi  
removal  
BOD,SS IPAL  
>90% dan E-coli  
>= 99,9% 
Kriteria  
Disain/Perencanaan :  
− Debit air = 70 - 80%  
konsumsi air bersih  
− Pengendapan lumpur  
tinja 0,2-0,3 lr/or/hari  
− Sarana sanitasi  
individual u/IKK  
− Sarana sanitasi  
komunal> IKK  
− MCK di tempat  
Umum untuk 100-250  
ribu Orang  
− Truk tinja @  
m3u/10000KK  
− Modul IPLT disiapkan  
u/ pelayanan 100.000  
jiwa: kolom lumpur,  
oxydation ditc/ponds,  
sludge thickener,  
digester dan sludge  
drying bed; keb.lahan  
= 2ha/100.000 jiwa. 
      − Sistem offsite sesuai  
dengan rekomendasi  
FS dan hasil DED  
perhitungan debit ab,  
jaringan dan dimensi  
sewer, dan sistem   
PAL (mis : Tricking,  
− Filter, Activated  
Sludge, Oxydation  
Ponds, RBC)  
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Lihat kembali SK SNI T- 
07- 1989-f Kep DJCK  
No. 07/KPTS/1999 
3 Drainase dan 
Pengen  
dalian Banjir 
 
• Luas 
genangan  
banjir tertangani  
di daerah  
perkotaan dan  
KuaIitas  
Penangana 
 
• Tidak ada  
genangan 
banjir  
di daerah  
kota/perkotaan
> 
10 Ha 
 
• Di lokasi  
genangan  
dengan :  
- Tinggi  
genangan  
rala-rata > 
30 cm  
- Lama  
genangan 
> 
2jam  
Frekuensi 
kejadian 
banjr > 2 
kaIi  
selahun 
 
- Tidak terjadi  
lagi genangan  
banjir bila  
terjadi  
genangan;  
tinggi  
genangan rata  
rata<30 cm,  
lama genangan  
< 2jam.  
Frekwensi  
kejadian banjir < 
2  
kalisetahun 
 
ƒ Indikasi penanganan : 
- Genangan < 10 Ha,  
penanganan drainase 
mikro  
- Genangan > 10 Ha,  
penanganan  
drainase makro  
ƒ Kriteria Disain/Input  
Perencanaan :  
- Saluran Primer/  
Makro drainage  
u/kawasan strategls,  
perdagangan,industri, 
permukiman,  
u/penanganan > 10  
ha, PUH 10-25 tahun 
- Saluran sekunder u/  
penanganan  
genangan> 10 Ha,  
PUH 10-25 tahun  
- Saluran Tersier, u/  
Penanganan 
- Saluran Tersier, u/  
penanganan  
genangan <10 ha,  
PUH 2.5 th  
⋅ Bangunan-Bangunan  
Drainase bangunan  
terjunan, polder,  
gorong-gorong,  
sodetan, jalan  
inspeksi, rumah  
pompa, sumur  
resapan, dll. Lihat  
lebih : SK SNI M 18- 
1989 u/  
Standar/Metode  
Perhitungan debit  
Banjir 
 
4 Persampahan  ƒ  Tingkat pena-  
nganan generasi  
sampah thd  
jumlah 
penduduk  
kota/perkotaan  
dan Kualitas  
Penanganan 
80 % dari 
jumlah  
Penduduk  
kota/Perkotaa
n  
dilayani oleh  
Sistem 
DK/PDK  
dan sisanya  
2096 dapat  
ditangani 
secara  
saniter (on-site  
system 
 
Prioritas  
penangan
an  
sistem  
persampa
han :  
ƒ 100%  
u/kawasan  
pusat 
kota/CBD  
dan pasar  
ƒ 100%  
jiwa/kawas
an  
permukim
an dgn  
kepadatan
> 100  
jiwa/ha 
rata-rata  
80% 
u/kawasan  
permukim
an  
perkotaan  
ƒ 100%  
u/penanga
 Penanganan 
sampah onsite 
dilakukan secara 
saniter individual 
composting, 
separasi  
sampah 
u/diambil 
pemulung.  
-Penanganan 
sampah oleh 
sistem DKlPDK 
dilakukan 
secaraterintegra
si(pewadahanPe
ngumulanGerob
ak 1 
m3/Transfer 
penanganan  
Akhir);Tempat 
Kapasitaspewad
ahan tersedia  
-Pengumpulan 
dan 
pengangkutan 
sampah 
dilakukan  
secara reguler.  
-Pembakaran sampah 
onsite harus dihindari  
- Kriteria Disain/Input 
Perencanaan Generasi 
sampah 2,5.3 lt atau 0,5-
0,6 kg/org/hari Bin 
sampah 50 lt/200m 
sidewalk jalan protokol 
atau/ 100 m ditempat 
keramaian umum  
-Gerobak 1 m3/200 KK  
-Kontalner 1 m3/ 200 KK  
-Transfer Depo 25-200 m2 
u/4004000 KK  Truk 
Sampah 6  
m3/700 KK 8m3/1000kk  
- Arm Roll Truck+kontainer 
8m3/1000 KK 
- Compactor truck 8 
m3/1200 KK  
- Steet Sweeper  
-Ritasi Pengangkutan 2-6 
rit/hari  
-1TPA 100.000 penduduk, 
peraIatan berat: buldozer, 
Wheel Loader, Excavetor 
-CompOsting : Individual, 
Vermi  
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-nan  
limbah 
induslri  
ƒ 100% u/ 
penangan
an limbah  
B3/medica
lwast 
-Tidak ada 
penanganan 
akhir sampah 
secara open 
dumping  
-Tidak ada 
pembuangan 
sampah  
secara liar 
Tingkat 
composting dan 
daur ulang 
sampah minimal 
10%  
Penanganan 
akhir sampah 
setidaknya 
dengan 
controlled lanfil 
Konsep 3R 
sudah  
diterapkan di  
industri Medical 
Waste  
ditangani secara 
swakel. oleh RS. 
komopos, UDPK ,  
- Daur Ulang diarahkan. u/ 
perkuatan jarigan 
konsumen,pemulung, 
lapak dan industri daur 
ulang.  
Opsi penanganan 
medicasl waste  
Incinerator 
-Pengangkutan dan 
penanganan Akhir Limbah 
B3 dilakukan secara  
terpisah. Lihat lebih lanjut : 
SK-SNI-T-12-1991-03 Ttg 
tastacara Pengelolaan 
Sampah Permukiman, 
SKSNI 192454-1991 dan 
SK SNI T 13-1990 tentang 
Tatacara Pengelolaan 
Sampah Perkotaan 
 
B Sarana 
Lingkungan 
     
1 Sarana niaga Tingkat  
ketersedian  
kebutuh-an 
primer  
dan sekunder 
Setiap 
kecamatan 
 
Minimal 
tersedia 1  
(satu) 
pasar 
untuk  
setiap 
30.000  
penduduk 
 
ƒ Mudah 
diakses 
 
2 Sarana 
pendidikan 
Jumlah anak 
usia  
sekolah yang  
tertampung 
Satuan 
wilayah  
kota Sedang/  
Kecil  
Satuan 
Wilayah  
Kota Besar/  
Metr 
Minimal 
tersedia :  
- 1 unit TK 
u/  
setiap 
1.000  
penduduk  
- 1 unit SD 
u/  
setiap 
6.000  
penduduk  
- 1 unit 
SLTP u/  
setiap 
25.000  
penduduk  
- 1 unit 
SLTA u/  
setiap 
30.000  
penduduk  
- Minimal 
sama  
dengan 
kota  
sedang/ke
ci,  
juga 
tersedia 1  
unit 
Perguruan  
Tinggi 
untuk  
setiap 
ƒ Bersih, mudah  
dicapai, tidak  
bising, jauh dari  
sumber 
penyakit, 
sumber  
bau/sampah,  
dan pencemaran  
lainnya 
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Berdasarkan data tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam penyediaan fasilitas umum maupun fasilitas sosial faktor luas 
wilayah dan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut sangat berpengaruh 
terhadap jumlah fasum fasos dalam lingkungan tersebut. Misalnya, dalam 
satu kecamatan yang jumlah penduduknya 30000 masyarakat, maka 
harus tersedia minimal satu pasar. Begitu juga dengan sarana pendidikan 
seperti Sekolah Dasar dimana satu sekolah dasar untuk jumlah minimal 
6000 penduduk. 
 
B. Status Sertifikat Hak Milik atas tanah diatas Fasilitas Umum di 
willayah Permukiman di Makassar 
Istilah sertifikat berasal dari bahasa inggris ( certificate) yang berarti 
ijazah atau surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat tertentu. Dengan 
pemberian surat keterangan berarti pejabat yang bersangkutan 
70.000  
penduduk 
3 Sarana 
pelayanan 
kesehatan 
Sebaran fasilitas 
pelayanankeseh
atan/jangkauan 
pelayanan  
Tingkat harapan  
Hidup 
Satuan 
wilayah  
Kabupaten/Kot
a 
Minimal 
tersedia :  
-1 unit 
Balai  
Pengobata
n/3000 
jiwa  
-1 Unit 
BKIA/RSB
ersalin/10.
00030.000 
jiwa  
- 1 unit  
Puskesma
s/  
120.000 
jiwa  
- 1 unit 
Rumah  
Sakit/ 
240.000  
jiwa  
- Usia 
rata-rata  
penduduk 
65-75  
th 
Lokasi di pusat  
lingkungan/  
kecamatan  
bersih, mudah  
dicapai, tenang,  
jauh dari sumber  
penyaki, sumber  
bau/ sampah,  
dan pencemaran  
lainnya 
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memberikan status tentang keadaan seseorang. Istilah sertifikat tanah 
dalam bahasa indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti 
pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat.  
Pengertian sertifikat menurut pasal 13 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 adalah salinan buku tanah dan surat ukur 
setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul 
yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan 
diberikan kepada yang berhak. Dengan penerbitan sertifikat hak atas 
tanah bahwa telah menerangkan bahwa seseorang itu mempunyai hak 
atas suatu bidang tanah, ataupun  tanah seseorang itu dalam kekuasaan 
tanggungan seperti sertifikat hipotek atau kreditverband, berarti tanah itu 
terikat dengan hipotek atau kreditverband.72 
Sertifikat tanah atau sertifikat hak atas tanah atau disebut juga 
sertifikat hak terdiri salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid dalam 1 
(satu) sampul sertifikat tanah menurut: 
a. Data fisik; letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan 
beban yang ada di atas tanah (pasal 1 angka 6 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) 
b. Data yuridis; jenis hak (hak milik, hak guna bangunan,  hak 
guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang 
haknya (pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997) 
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Berdasarkan data yang penulis peroleh dari surat gugatan Nomor 
78/Pdt.G/2015/PN.Mks, pada kasus taman bunga Tello Baru, taman 
tersebut telah disertifikatkan sejak tahun 2013 oleh Ishak Kalia. Dimana 
dasar Sertifikat Hak Miliknya adalah terdapat persil yang berdasarkan 
surat sporadik yang dikeluarkan oleh Lurah Tello Baru yang saat itu 
menjabat dan akta jual beli. Dimana Ishak Kalia sebagai pemilik sertifikat 
membeli tanah tersebut dari ahli waris Syamsuddin Dg. Mangawing selaku 
pejabat Bapipda yang namanya terdaftar dalam buku tanah sebagai 
pemilik tanah. Dimana penggugat yaitu dg. Siang merasa tidak pernah 
menjual tanahnya yang merupakan taman tersebut kepada  Perusahaan 
Daerah, dan penggugat juga mengajukan gugatan kepada ishak kalia 
selaku yang membuat sertifikat dan pemerintah kota Makassar  yang 
mengakui taman tersebut sebagai fasilitas umum. 
Jadi, kronologis cerita taman tersebut menurut penulis, tanah 
taman tersebut awalnya adalah milik penggugat, yang kemudian tidak 
diakuinya dijual kepada Syamsuddin Dg. Mangawing. Lalu taman tersebut 
di jual oleh pewaris dari Syamsuddin Dg. Ngawing kepada Ishak Kalia dan 
disertifikatkan pada tahun 2013. Menurut data yang penulis dapatkan, 
memang taman tersebut termasuk ke dalam tanah yang dibebaskan oleh 
PD Jajasan Djumpandang/ PD Jajasan Sulawesi Selatan. Dan didalam 
buku tanah tercatat atas nama Syamsuddin Dg. Ngawing.  
Penulis telah melakukan penelitian untuk melakukan cross-check 
mengenai dasar keluarnya surat sporadik tanah yang dikeluarkan oleh 
Lurah Tello Baru di kantor Kelurahan Tello Baru. Tetapi, menurut Pak 
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Asrul selaku staff Kelurahan Tello baru, iya tidak mengetahui  masalah 
tersebut. Tetapi menurutnya, tidak mungkin surat sporadik keluar apabila 
tidak ada dasar hukumnya. Ia membenarkan bahwa memang permukiman 
tersebut telah ada sejak tahun 1960-an. Dan dari dulu lahan tersebut 
memang merupakan taman. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Aldy Ramlan dan Endi 
Adnan yang merupakan salah satu ahli waris dari Syamsudding Dg. 
Ngawing yang merupakan pejabat BAPIPDA Sulawesi Selatan saat itu, 
taman tersebut pernah menjadi fasum dikarenakan pada tahun 1973 
pemerintah kota meminta taman tersebut untuk dijadikan fasum dalam 
rangka mengikuti lomba taman nasional dijaman Walikota Patompo. Dan, 
Syamsuddin Daeng Ngawing selaku pemilik tanah saat itu 
memperbolehkan. Tetapi, tidak terjadi pelepasan hak milik atas tanah 
tersebut. Sehingga taman tersebut masih atas nama Syamsuddin 
Dg.Ngawing. Kemudian lahan tersebut oleh ahli waris dijual kepada ishak 
kalia.  
Menurut peraturan yang ada sekarang saat penyerahan fasum 
fasos harus juga diikuti dengan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik 
sebelumnya. Menurut penulis, hal ini disebabkan kurangnya peraturan 
mengenai fasum fasos dan tidak rapinya administrasi pemerintah pada 
tahun 1960an dan juga karena pemerintah kota yang tidak 
mensertifikatkan atau membuat SK walikota bahwa itu fasum fasos dan 
melakukan penyuratan kepada BPN sehingga BPN bisa melakukan 
pemblokiran. Menurut penulis, pemerintah kota masih kurang 
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memperhatikan fasum fasosnya sehingga pemerintah kota tidak 
melakukan pengamanan atau pengawasan terhadap taman tersebut 
sehingga tidak ada kepastian hukum. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Pak Buri73 yang 
merupakan masyarakat tello baru, taman tersebut sudah ada sejak tahun 
1960an. Dimana masyarakat tello baru dulunya sering melakukan 
kegiatan  di taman tersebut. Menurutnya, taman tersebut hingga tahun 
1998 masih terawat hingga tahun 2000an ke atas mulai banyak 
kerusakan. Seperti lampu taman yang hilang, dan bunga bunga yang 
rusak.  
Sehingga yang menjadi pokok pembahasan penulis disini yaitu 
status sertifikat hak milik atas tanah di atas fasilitas umum. Padahal tanah 
tersebut merupakan aset derah yang tidak didaftarkan oleh pemerintah 
kota Makassar. Jadi pemerintah kota makassar hanya menguasai secara 
fisik dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas tanah aset itu dalam 
hal ini mengalihkannya ke pihak lain. 
Undang-undang Pokok Agraria mengatur bahwa Pemerintah 
mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah. 
Adapun kegiatan pendaftaran tanahnya, meliputi pengukuran, perpetaan 
dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan 
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hak-hak tersebut; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat74.  
Ada 2(dua) macam sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti 
hak, yaitu75: 
a. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat 
b. Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak 
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 (UUPA) 
secara tegas menetapkan bahwa produk kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak yang bersifat 
kuat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan: 
a. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 
Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti 
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
b. Pasal 23 UUPA 
Pendaftaran Hak Milik, peralihan, pembebanannya dengan hak-
hak yang lain dan hapusnya hak milik merupakan alat 
pembuktian yang kuat. 
c. Pasal 32 UUPA 
Pendaftaran Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat 
pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan 
penghapusan hak guna usaha merupakan alat pembuktian yang 
kuat. 
 
                                                          
74Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas  Tanah, Jakarta: Kencana, 2010, 
hal.272 
75Ibid 
75 
d. Pasal 38 UUPA 
Pendaftaran hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat 
pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan 
penghapusan hak guna bangunan merupakan alat pembuktian 
yang kuat. 
UUPA tidak menyebutkan secara tersurat nama tanda bukti hak 
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Nama tanda bukti hak 
tersebut menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, adalah sertifikat. Dengan 
diterbitkannya sertifikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka pembuktian 
hak atas tanah, maksud diterbitkannya sertifikat hak atas tanah adalah 
agar dengan mudah dapat membuktikan nama yang tercantum dalam 
sertifikat sebagai pemegang hak yang bersangkutan.76 
Dijelaskan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, 
dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data 
yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang 
benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum 
dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku 
tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku 
tanah dan surat ukur tersebut. Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan 
memutuskan alat bukti mana yang benar, kalau ternyata bahwa data fisik 
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dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat tidak benar, maka akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya77. 
Menurut pak Zulkiflie,kasubag. bagian hukum pemerintah kota, 
apabila ada fasilitas umum yang disertifikatkan oleh masyarakat maka 
sertifikat tersebut dapat dimintakan pembatalan tetapi harus melalui 
putusan pengadilan  terlebih dahulu.78 Pembatalan hak atas tanah sendiri 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan kemudian 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan 
Penanganan Kasus Pertanahan kemudian diatur dalam peraturan Kepala 
Badan Pertahanan dan yang terakhir diatur dalam peraturan Menteri 
Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Penyeleseian Sengketa Pertanahan. 
Dalam Pasal 72 menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak 
Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi 
pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak 
bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Menteri 
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Agraria Tata Ruang/Kepala Bpn Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyeleseian Kasus Pertanahan maka peraturan Menteri Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 masih dapat digunakan. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan bu Asih79 selaku staf 
penyeleseian sengketa di BPN, apabila terdapat cacat administratif seperti 
terdapat tumpang tindih hak atas seperti atau overlapping yang terjadi 
karena cacat administrasi maka terlebih dahulu harus dilakukan penelitian 
dan verifikasi yang mendalam yang dilakukan oleh BPN. Dan apabila 
terbukti maka dapat dilakukan pembatalan hak atas tanah yang dilakukan 
oleh kantor BPN. Sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 
tahun 2016 tentang Penyeleseiang Sengketa Pertanahan. 
 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Bpn Nomor 11 
tahun 2016 membagi ruang lingkup penyeleseian menjadi 2 (dua) bagian 
yaitu penyeleseian sengketa konflik dan penyeleseian/penanganan 
perkara pertanahan. Penyeleseian sengketa konflik dilaksananakan 
berdasarkan insiatif dari Kementerian dan pengaduan Masyarakat.  
Setelah petugas menerima pengaduan, selanjutnya petugas akan 
melakukan pengumpulan data kemudian petugas melakukan analisis. 
Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan 
kewenangan kementerian atau bukan kewenangan Kementerian. 
Sengketa dan konflik pertanahan yang merupakan kewenangan 
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kementerian menurut pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan yaitu : 
a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan 
dan/atau perhitungan luas;  
b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan 
dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;  
c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau 
pendaftaran hak tanah;  
d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar; 
e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah 
satu alas haknya jelas terdapat kesalahan  
f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data 
pendaftaran tanah;  
g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat 
pengganti; 
h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan; 
i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;  
j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau  
k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-
undangan  
 
Atau dengan kata lain yang merupakan kewenangan kementerian 
apabila sengketa atau konflik tersebut terjadi karena adanya kesalahan 
adminstrasi atau cacat administrasi. Sebagaimana yang diatur juga dalam 
pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yaitu : 
a. Kesalahan prosedur;  
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;  
c. Kesalahan subjek hak;  
d. Kesalahan objek hak;  
e. Kesalahan jenis hak;  
f. Kesalahan perhitungan luas;  
g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;  
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau  
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif 
 
Menurut penulis pembatalan yang terjadi karena adanya putusan 
pengadilan baik putusan pengadilan perdata, pidana, maupun tata usaha 
negara merupakan suatu cacat hukum bukan cacat hukum administratif 
karena pembatalan terjadi bukan karena adanya kekeliruan dalam 
79 
prosedur atau administrasi pada Kantor Pertanahan tetapi didasarkan 
pada putusan yang menyatakan berhak atau tidaknya seseorang atas 
sebidang tanah di mana ketika proses penerbitan hak dilaksanakan, 
berhak tidaknya orang tersebut belum diketahui. Dan hal ini berarti Kantor 
Pertanahan tidak melakukan tindakan penerbitan yang mengandung cacat 
admnistrasi sehingga pembatalan sertipikat yang dilaksanakan jelas 
bukan karena cacat admnistrasi tetapi karena cacat hukum.  
Jadi menurut penulis, pengkategorian Pembatalan sertipikat hak 
atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan putusan peradilan umum baik 
perdata maupun pidana sebagai cacat admistrasi dalam Perkaban No. 3 
Tahun 2011 merupakan pengkategorian yang tidak tepat karena Putusan 
Perdata ataupun pidana pada dasarnya tidak menyangkut administrasi 
dalam penerbitan hak tetapi menyangkut keabsahan pemilikan seseorang 
terhadap sebidang tanah yang dibuktikan dengan sertipikat. 
Pengembang atau developer dalam melakukan pembelian lahan 
yang semula berstatus tanah hak milik, maka dalam penerbitan sertifikat 
hak atas tanah, BPN akan menurunkan status tanah-tanah yang dimilliki 
developer tersebut menjadi Hak Guna Bangunan. Apabila  pengembang 
atau developer melakukan penyerahan fasum fasos, biasanya fasum 
fasos itu telah terpisah dari sertifikat induknya. Dalam kasus taman di tello 
Baru, taman tersebut dimiliki dengan sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh 
Syamsuddin Dg. Mangawing.  
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Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Ahmad80 selaku staff 
bagian pendaftaran BPN, pengembang dalam melakukan pendaftaran 
biasanya telah memecah sertifikatnya dari fasum fasos, sedangkan 
apabila belum langsung dipecah maka dalam  site plan fasum fasos  akan 
di stempel oleh BPN bahwa itu fasum fasos. Menurut penulis,mengingat 
permukiman ini dibangun tahun 60an, dimana administrasi pengurusan 
tanah belum rapi dan baik seperti sekarang penulis tidak mendapatkan 
data apakah fasum fasos tersebut distempel atau tidak oleh BPN dan 
apakah taman tersebut telah terpisah dari sertifikat induknya ketika terjadi 
penyerahan.  
Menurut pak Iswady81, kendala yang didapatkan pemerintah kota 
untuk mensertifikatkan fasum fasos itu karena pensertifikatan 
membutuhkan modal besar. Padahal dengan adanya pensertifikatan akan 
menjamin kepastian hukum atas fasum fasos yang ada di Makassar ini. 
Kendala berikutnya ialah masih banyak pengembang yang belum 
menyerahkan fasum fasosnya kepada pemerintah kota. Atau jangan 
sampai ada pengembang yang melakukan penyerahan bahwa itu lahan 
tersebut merupakan fasum fasos tetapi ternyata pengembang atau 
developer belum melakukan pembebasan lahan tersebut. Sehingga 
dikemudian hari timbul sengketa lagi.  
Padahal sebelum dilakukan penyerahan, dilakukan terlebih dahulu 
verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu dinas tata ruang dan 
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bangunan dimana dilakukan pemeriksaan dan dalam berita acara serah 
terima dilampirkan juga sertifikat asli atas nama pengembang. Dan dalam 
berita acara penyerahan dijelaskan bahwa ada pelepasan hak oleh 
pengembang. Disitulah letak kesalahan tim verifikasi apabila menerima 
penyerahan fasum fasos yang ternyata belum dibebaskan padahal 
sebelumnya telah dilakukan verifikasi. Seharusnya tim verifikasi dimana 
dalam hal ini adalah dinas tata ruang harus lebih teliti lagi. 
Pendaftaran tanah yang dilakukan di kantor pertanahan setempat 
merupakan pekerjaan administrasi Negara dalam memberikan status 
hukum atas tanah aset daerah. Sehingga menurut penulis, pemberian 
status hukum di atas tanah yang didaftar menyebabkan pemegang hak 
atas tanah menerima hak yang dilindungi oleh negara sesuai jenis 
haknya. Dengan terdaftarnya hak atas tanah kepada semua subyek hak 
juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai 
dengan peruntukkannya. Dengan demikian, terciptalah jaminan kepastian 
dan perlindungan hukum bagi subyek hak tersebut dalam kepemilikan dan 
penggunaan tanah.82 
Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban mendaftarkan aset 
daerah yaitu pada PeraturanMenteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 
Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan. Dalam pasal 1 
Peraturan Menteri Agraria tersebut dinyatakan bahwa hak pakai yang 
diperoleh departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah 
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swasantra dan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 
Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 harus didaftar. 
Pengertian hak pakai disebutkan dalam pasal 41 ayat (1) UUPA, 
yaitu hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan 
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian  sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa ketentuan UUPA. Ketentuan dalam Pasal 41 
ayat (1) UUPA, Hak Pakai dapat digunakan untuk kepentingan mendirikan 
bangunan yaitu pada kata menggunakan, dan atau dapat digunakan untuk 
kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan yaitu 
pada kata memungut hasil dari tanah83.Namun Pemerintah Kota Makassar 
disini digunakan untuk pembangunan prasarana, utilitas umum dan 
fasilitas sosial pada kawasan perumahan. 
Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 
tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 
Pakai Atas Tanah, diatur bahwa Hak Pakai atas tanah negara dan atas 
tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan 
dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kemudian pada ayat (3) dinyatakan bahwa sebagai tanda bukti 
hak diberikan sertifikat hak pakai atas tanah.Substansi pasal tersebut jelas 
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menunjukan bahwa tanah aset daerah yang belum bersertipikat yang 
selama ini dikuasai untuk kegiatan operasional pemerintah masih 
merupakan tanah negara karena untuk menjadi Hak Pakai.oleh 
pemerintah harus didaftarkan sebagaimana yang disebutkan dalam 
peraturan pemerintah tersebut. 
Kewajiban untuk mensertifikatkan tanah yang dikuasai oleh 
pemerintah daerah juga tertuang dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Dalam pasal 
tersebut dinyatakan bahwa barang milik Negara/Daerah berupa tanah 
yang dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah harus disertifikatkan 
atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang 
bersangkutan. Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa tanah peruntukan 
fasum dan fasos yang telah diserahkan oleh PD Jajasan Udjung Pandang 
sebagai pengembang atau developer kepada Pemerintah Daerah Kota 
Makassar harus disertifikatkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik 
kesimpulan: 
1. Penyerahan telah dilakukan oleh pengembang dan dicatat sebagai 
aset pemerintah pada tahun 1973. Karena pada tahun 1973 belum 
ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai fasum fasos, 
sehingga penyerahan tersebut hanya sekedar dicatat dan tidak di 
ikuti dengan pelepasan hak atas tanah tersebut .Pengawasan dan 
pengelolaan fasum fasos di serahkan kepada SKPD terkait dimana 
lemahnya pengawasan dan tidak adanya pengelolaan terhadap 
taman tersebut membuat taman tersebut tidak disertifikatkan 
sehingga pemerintah tidak memiliki bukti bahwa taman tersebut 
adalah milik pemerintah. 
2. Status sertifikat hak milik atas tanah di atas fasum di permukiman  
di kota Makassar adalah merupakan tanda bukti hak yang kuat, 
dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan 
data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai 
data yang benar.Karena fasilitas umum merupakan aset milik 
daerah yang seharusnya disertifikatkan oleh pemerintah, maka jika 
pemerintah kota ingin melakukan pembatalan sertifikat maka harus 
berdasarkan putusan pengadilan. Dimana penyebab pembatalan 
tersebut termasuk dalam cacat hukum bukan cacat administrasi 
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karena terjadi bukan karena kesalahan prosedur atau kesalahan 
Badan Pertanahan Makassar.  
 
B. Saran 
1. Pemerintah Kota Makasar harus meningkatkan pengawasan serta 
pemeliharaan terhadap tanah-tanah aset daerah yang telah 
dikuasai terutama asset yang peruntukannya sebagai fasilitas 
umum dan fasilitas sosial, dimana pengawasan dan 
pengelolaannya secara spesifik diserahkan kepada dinas terkait. 
Tetapi, bukan berarti organisasi pemerintah lainnya tidak dapat 
melakukan pengawasan. Seperti Badan Pertanahan Nasional, 
Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Camat, serta lurah 
setempat.Pemerintah kota juga harus berperan aktif untuk meminta 
kepada pengembang yang belum menyerahkan fasum fasosnya 
agar segera dilakukan penyerahan. 
2. Pemerintah Kota Makassar harus segera mensertifikatkan tanah-
tanah aset daerah yang diserahkan oleh pengembang sebagai 
kewajiban untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di 
kawasan perumahan atau pemerintah berkordinasi dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pemblokiran 
terhadap fasum fasos yang telah dicatat sebagai aset di kantor 
BPN sehingga tidak tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan oleh 
pihak lain. 
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